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ABSTRAK

Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan fenomena yang sering terjadi
dalam masyarakat. Sebagai salah satu usaha agar kekerasan dalam rumah tangga
tidak terjadi, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi
korban kekerasan serta melindungi Hak Asasi Manusia.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang banyak ditemui di
Indonesia yang masih eksis hingga sekarang. Salah satu tradisi pesantren adalah
menjadikan kitab kuning sebagai referensi bagi pandangan dan sikap hidup
keberagaman masyarakat pesantren. Padahal kebanyakan kitab-kitab yang dikaji
pesantren dikarang dalam konteks dominasi budaya patriarkhi. Sebagaimana
diketahui dalam pesantren bahwa kaidah aturan Islam lebih banyak dikenal daripada
Undang-Undang Negara. Berdasarkan wuraian tersebut peneliti tertarik untuk
menelusuri pandangan santri terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)..

Masalah tersebut diteliti secara langsung terjun ke lokasi penelitian. Penelitian
ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-Analitik. Metode
pengambilan data melalui penyebaran angket kepada responden dan wawncara serta
dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Disertai pendekatan normatif dalam hal
ini adalah kitab-kitab figh dan ayat-ayat al-Qur’an serta teks hadits yang dijadikan
landasan hukum KDRT, lalu dianalisis melalui metode deduktif dan induktif. Jumlah
populasi penelitian adalah 120 santri. Sampel penelitian adalah 30% dari populasi,
yaitu 36 santri.

Berdasarkan jawaban responden, dapat disimpulkan bahwa secara umum
pandangan santri di Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta terhadap
KDRT dapat dikatakan bahwa santri setuju dengan bentuk-bentuk kekerasan dalam
rumah tangga yang tercantum dalam UU NO. 23 Tahun 2004, yaitu kekerasan Fisik,
Kekerasan Seksual, Kekerasan Psikis dan Penelantaran Keluarga. Namun mereka
setuju apabila dalam suatu keluarga dibutuhkan memukul dengan tujuan ta’dib
(mendidik) sebagai alternatif terakhir dalam memperbaiki akhlak atau menjaga
keutuhan keluarga, karena sesuai dengan hadits dan ayat-ayat al-Qur’an. Dari hasil
penelitian, Meskipun mereka kurang paham dengan isi UU tersebut, tetapi mereka
perpendapat UU tersebut sesuai dengan hukum Islam, karena keduanya memiliki
tujuan yang sama, yaitu melindungi hak-hak manusia. Faktor yang melatarbelakangi
pendapat santri terhadap kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor Lingkungan
dan Pendidikan.
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" Dan di antara tanda-tanda keRuasaan-Nya ialah dia menciptakan untuRmu isteri-isteri dari
Jenismu sendiri, supaya kRamu cenderung dan merasa tenteram Repadanya, dan dijadikan-Nya
diantaramu rasa Rasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat

tanda-tanda bagi Raum yang berfikir".

" Ar-Rum (30): 21.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan
pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/.1987. Secara

garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

be

te

es dengan titik di atas

je

ha dengan titik di bawah

Ka - ha

de

zet dengan titik di atas

€r

zet

€S

Es -ye

es dengan titik di bawah
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Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

Za'

ain

gain

ﬁ‘

qaf

kaf

Lam

mim

wau

ha’

hamzah

ya

de dengan titik di bawah

te dengan titik di bawah

zet dengan titik di bawah

koma terbalik di atas

gc

ef

qi

ka

el

cm

n

we

h

apostrof

ye

-

2= 1a

ditulis

Muta’addidah

bac

ditulis

‘iddah

X




B. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan tulis A

48a ditulis Hikmah
p ditutts Fizyah
e

Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam
bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, haji, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya
2. Bila diikuti dengan kata sandang “a/” serta bacaan kedua itu terpisah,
maka ditulis dengan 4.

Lol S eUl Y

ditulis

Karamah al-auliya’

3. Bila ta’ marbutah
ditulis ¢

hidup atau dengan haraka

t, fathah, kasrah dan dammah

ESJ Jaall ditulis Zakat al-fitri
C. Vokal Pendek
-------- Fathah ditulis a
-------- Kasrah ditulis
-------- Dammah ditulis u
Jad Fathah ditulis fa’ala
USA Kasrah ditulis zukira
KVIEY Y Dammah ditulis yazhabu
D. Vokal Panjang
1. | Fathah + alif ditulis a
PITYEN el
== ditulis Janiien
2. | Fathah + ya’ mati ditulis a
T ditulis _
tansa
3. | Kasrah + ya’ mati ditulis 1
> p ditulis Karim




4. Dammah + wawu mati ditulis u

o8 ditulis

furtd
E. Vokal Rangkap
1. | Fathah+ya’ mati ditulis ai
(‘S'.‘ﬁ ditulis bainakum
2. | Fathah+wawu mati ditulis au
Jgé ditulis qaul

F. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

e".ﬁﬁ ditulis a’antum
Giae ditulis u’iddat
Ol il S ditulis la’in syakartum

G. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf al-Qamariyyah

O Al ditulis Al-Qur’an
sl ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf  Syamsiyyah  ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

slad) ditulis as-Sama’
) ditulis asy-Syams

H. Penulisan Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

$.99 ua Al ditulis zawi al-furud
Jal daud ditulis ahl al-sunnah
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KATA PENGANTAR
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan salah satu institut terkecil dalam masyarakat. Sebuah
keluarga terbentuk dengan adanya ikatan perkawinan. Dalam UU No. 1 Tahun
1974, disebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin anatar seorang pria dan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang
bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.”

Pada Prinsipnya perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan
kebahagiaan yang kekal dan abadi bagi pasangan suami istri yang ada
didalamnya. Mereka disatukan dalam sebuah ikatan suami istri yang suci dan
kokoh, Allah SWT menyatakan bahwa nikah bukanlah perjanjian yang biasa,
tetapi perjanjian yang kuat.

Seiring berjalannya waktu, rumah tangga yang menjadi sebuah institut
dalam kehidupan berkeluarga tidak terlepas dari masalah. Problematika yang lahir

dari kehidupan rumah tangga senantiasa aktual, terlebih dalam situasi dan kondisi

masyarkat yang dinamis. Problematika rumah tangga sering menjurus kepada

''UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2 Khoirudin Nasution, Islam tentang Relasi Suami Istri Hukum Perkawinan 1, cet. Ke-1
(Yogyakarta: ACADEMIA dan TAZAFFA, 2004), hlm. 22.



tindakan-tindakan atau perilaku yang berimplikasi pada perbuatan kejahatan atau
kekerasan.’

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang diyakini banyak kalangan
sebagai problem sosial ini pada awalnya adalah tindakan kekerasan terhadap anak
(abuse of children), namun dalam perkembangannya, ruang kejahatan mengalami
perubahan dari konteks abuse of children menuju pada tindak kekerasan atau
penganiayaan terhadap istri (abuse of wives). Pada mulanya kekerasan hanya
terbatas pada penganiayaan dan penyiksaan, selanjutnya mengalami perluasan
makna ke berbagai bidang, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain.

Akar sosial budaya, ekonomi, politik, dan agama menjadi dasar terjadinya
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga kasus semacam itu bisa muncul
dalam kehidupan rumah tangga. Faktor sosial budaya merupakan alasan paling
menonjol diantara alasan lainnya dan menyebabkan persoalan kekerasan dalam
rumah tangga tidak akan tuntas.*

Hingga kini, masyarakat Indonesia masih memegang teguh budaya

patriarkhi dalam segala sudut kehidupan, termasuk dalam membangun keluarga

* Elli N. Hasbiyanto, “Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebuah Kejahatan yang

Tersembunyi”, dalam Syafiq Hasyim (ed), Menakar Harga Perempuan (Bandung: Mizan, 1999), him,
189.

* Abd. Hamid Razak, ”Problem Penerapan UU PKDRT dan Solusinya”, Jurnal Mawadda,
No 1, Th 2006), him. 54.



yang harmonis. Dalam budaya patriarkhi,’ perempuan dipandang sebagai
makhluk domestik sehingga sudah sepantasnya menanggung resiko, termasuk
tidak boleh mempermasalahkan kalau dia mendapat kekerasan dari suaminya.
Selain itu, perempuan juga harus patuh sepenuhnya pada suami.

Fenomena kekerasan sebagaimana disinggung di atas bukanlah hal baru,
pada masa dakwah Nabi, fenomena ini merupakan pemandangan sehari-hari. Para
sahabat Nabi saw terdekat, melakukan praktek-praktek tersebut. Sebut saja Zubair
ibn Awam, dengan dalih memberi didikan (¢a 'dib), memukul bahu lengan istrinya
Asma’ binti Abu Bakar. Nabi melarang perlakuan sahabat beliau dalam sebuah

hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

‘a1 Al e lgzaliay o)) el g 4aY) ala 4df ya) aSaa) alayy

Sayangnya, langkah baik ini dalam perkembangannya mengalami stagnasi
ketika berhadapan dengan kultur dan kebudayaan masyarakat, khususnya dalam
kehidupan rumah tangga. Bahkan wacana agama dari balik slogan “kewajiban
suami terhadap istri adalah mendidik” sesekali menjadikan “pemukulan” sebagai
media untuk menundukkan perempuan (istri), dan memunculkan perasaan cinta
kasih serta ketaatan. Landasan yang diajukan acuan adalah teks al-Qur’an yang di

dalamnya terkandung kebolehan memukul, yaitu surat an-Nisa (4): 34-35 dengan

> Patriarkhi adalah tata kekeluargaan yang sangat mementingkan bapak sebagai kepala atau
pemimpin keluarga , Kamus [Imiah Populer, M. Dahlan Al Barry (Surabaya: Arkola, 1994), him. 560.

% Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, ed. Muhammad Fuad Bagi, Kitab At-Thaldag bab Husnu
Mu'asaroh an-Nisa', Hadits ke 1983 (Beirut: Dar el-Fikr, t.t),1 hlm. 246



tanpa mengindahkan tujuan utama dari perkawinan, yakni mencapai mawaddah
wa rahmah.
UU No.23 Tahun 2004 telah hadir untuk mengatur adanya tindak
kekerasan dalam rumah tangga Seperti yang tercantum dalam Pasal 5, yaitu:
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap
orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:
Kekerasan fisik;
Kekerasan psikis;
Kekerasan seksual;
Penelantaran rumah tangga.®
UU tersebut juga memberi penegasan bahwa kekerasan dalam rumah
tangga merupakan bentuk kejahatan terhadap hak asasi manusia. Namun, tindak
kekerasan dalam rumah tangga masih sering terjadi dalam kehidupan rumah
tangga.
Peran ulama atau kiai dari pondok pesantren sangatlah penting bagi
Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Sosok Kiai adalah panutan
dan penuntun dalam tingkah laku sosial kemasyarakatan dipandang dari sisi

agama. Di tangan Kiai tergenggam dua otoritas keagamaan; penafsir otoritatif °

atau teks-teks suci dan penjaga moral keagamaan. Dengan demikian, kedudukan

7 M. Habib, “Perlakuan Suami atas Istri”, dalam Marhumah dan M. Alfatih Suryadilaga, (ed),
Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah dalam Bingkai Sunah Nabi, cet. 11 (Yogyakarta: PSW
UIN Sunan Kalijaga , 2003), him. 310-311.

¥ UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga.

? Otoritatif adalah kata sifat dari otoriter, berarti penguasa, berkuasa sendiri, pemerintah,
pemegang kekuasaan, sewenang-wenang (tindakan yang bersifat otoriter), Kamus Ilmiah Populer, M.
Dahlan Al Barry (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 553.



ulama atau Kiai di sebuah pesantren bukan sekedar memberikan pelajaran dan
bimbingan keagamaan kepada para santri di pesantrennya, tetapi juga berperan
sebagai tokoh non formal yang ucapan-ucapan dan seluruh perilakunya dicontoh
oleh komunitas di sekitarnya.'’

Sementara di sisi yang lain sumber hukum untuk menyikapi berbagai
persoalan sosial kemasyarakatan yang digunakan di semua pesantren selain al-
Qur’an dan hadits Nabi Saw, juga merujuk literatur-literatur Islam klasik yaitu
kitab kuning. Dalam karya-karya keilmuan di pesantren, kitab kuning merupakan
kesinambungan dan perkembangan tradisi keilmuan Islam di Indonesia adalah
tradisi pengajaran agama Islam dengan menggunakan kitab-kitab klasik yang
ditulis berabad-abad yang lalu. Pokok-pokok pemikiran dalam kitab-kitab klasik
tersebut tentu saja turut berpengaruh bagi para santri dalam kehidupan pribadinya.
Dalam tradisi pesantren, kitab kuning berikut dalil-dalil yang berasal dari al-
Qur’an dan hadits nabi Muhammad Saw yang ditafsirkan secara skriptual '
dipandang sebagai sebuah doktrin agama dan dianggap sebagai dasar kebenaran
dan kebaikan yang datang dari ajaran agama."

Kitab-kitab yang diproduksi ulama besar dalam kondisi budaya patriarkhi

menjadi bahan kajian dalam pesantren Nurul Ummah, namun selain kitab-kitab

' Faisal Ismail, Paradigma Kebudayaan Islam; Study Kritis dan Refleksi Historis,
(Yogyakarta: Titian Ilahi 1997), hlm. 108.

""" Skriptual adalah cara penafsiran dengan berdasar pada naskah asli, naskah yang ditulis
tangan, buku tulis, Kamus IImiah Populer, M. Dahlan Al Barry (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 715.

'2 M. Nuruzzaman, Kiai Husein Membela Perempuan (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 151.



klasik, para santri juga belajar di perguruan tinggi dan institut pendidikan selain
pesantren, baik yang berbasis Islam maupun umum.

Berdasarkan kondisi itulah penyusun tertarik untuk memahami lebih jauh

tentang pandangan santri Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri terhadap tindak

kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dijadikan pilihan karena merupakan

permasalahan yang selalu hadir dalam masyarakat, terutama kehidupan sosial

perempuan, baik dari keluarga biasa, maupun keluarga selebriti yang sering

diberitakan dalam media massa.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka memperjelas dan mempertegas
kajian penelitian ini pokok masalah yang penyusun ajukan adalah:
1. Bagaimana pandangan santri Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri
terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut UU No.
23 Tahun 2004?

2. Apa yang melatarbelakangi pandangan santri terhadap KDRT?

C. Tujuan dan Kegunaan

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk:
1. Menjelaskan pandangan santri Nurul Ummah Putri terhadap Tindak

Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut UU No.23 Tahun 2004.



2. Menjelaskan apa yang melatarbelakangi pandangan santri terhadap
Tindak KDRT.

Adapun kegunaan skripsi ini adalah:

1. Dapat menjadi sumbangan bagi kelengkapan data dan pengkajian-
pengkajian hukum kekeluargaan (al-ahwal al Syakhsiyyah) dan
menambah khazanah kepustakaan mengenai pemikiran-pemikiran di
dalam pembahasan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),
khususnya rumah tangga muslim.

2. Dapat menjadi wacana bagi penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran terhadap berbagai literatur tentang adanya
Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), memang banyak pembahasan yang
mengupasnya, diantaranya adalah:

Skripsi Moh. Musyaffa dengan judul “Kekerasan Terhadap Istri dalam
Perspektif Hukum Islam (Telaah terhadap pasal 6-9 UU No. 23 Tahun 2004
Tentang Pengapusan KDRT)” mencoba menjelaskan dan meluruskan pemahaman
yang negatif dimana agama merupakan salah satu dari penyebab terjadinya tindak
kekerasan, sistem patriarkhi dalam keluarga, suami sebagai pihak superior

sedangkan istri inferior, kekuasaan suami mengadili istri yang nusyuz,



ketimpangan relasi suami istri tersebut menyebabkan terjadinya tindak
kekerasan.”

Selanjutnya, skripsi Andi Hasna Santi dengan judul, “Studi Kritis atas
Undang-Undang No.23 Tahun 2004” memaparkan bagaimana kriteria kekerasan
terhadap perempuan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dan bagaimana
ketentuan pertanggungjawabannya.'

Skripsi Niswatun Hasanah, “Marital Rape (Studi Analisis terhadap Alasan
Tindakan Marital Rape dalam Kehidupan Rumah Tangga)” mendeskripsikan nas
dan pemahaman figh konvensional atas penilaiannya terhadap hubungan suami
istri dan tindakan marital rape dalam kehidupan keluarga.”

Kemudian, skripsi Nur Harti Lestari, “Pesantren dan Wacana Kesetaraan
Gender (Studi Pandangan Kiai, Nyai dan Santri di Pesantren Babakan Ciwangin
Cirebon tentang Kepemimpinan dan Hak Bekerja di Luar Rumah bagi

Perempuan” menjelaskan pandangan masyarakat pesantren terhadap wacana

" Moh. Musyaffa, "Kekerasan Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah
terhadap pasal 6-9 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Pengapusan KDRT)", Skripsi Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan. 2006.

" Andi Hasna Santi, "Studi Kritis atas Undang-Undang No.23 Tahun 2004", Skripsi
Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan. 2007.

' Niswatun Hasanah, “Marital Rape ( Studi Analisis terhadap Alasan Tindakan Marital Rape
dalam Kehidupan Rumah Tangga)”, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak
diterbitkan, 2009.



kesetaraan gender mengenai kepemimpinan dan hak bekerja di luar rumah bagi
perempuan.'®

Nursyahbandi Katjasungkaan dkk dalam bukunya Potret Perempuan
menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah wujud dari
ketimpangan historis dari hubungan kekuasaan antara kaum laki-laki dan
perempuan yang mengakibatkan diskriminasi."’

Elli Nurhayati dkk dalam buku Menggugat Harmoni juga mengemukakan
bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial dan serius yang
kurang mendapat tanggapan dari masyarakat. '®

Berdasarkan penelaahan karya tulis di atas, maka penelitian yang
penyusun lakukan dengan judul ‘“Pandangan Santri Pondok Pesantren Nurul
Ummah Putri Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga”, berbeda dengan hasil
penelitian atau karya tulis yang telah ada karena belum ada penelitian yang
dilakukan terhadap santri putri Pondok Pesantren Nurul Ummah Terhadap

Kekerasan dalam Rumah Tangga.

' Nur Harti Lestari, “Pesantren dan Wacana Kesetaraan Gender (Studi Pandangan Kiai, Nyai
dan Santri di Pesantren Babakan Ciwangin Cirebon Tentang Kepemimpinan dan hak Bekerja di luar
Rumah bagi Perempuan)", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak
diterbitkan, 2007.

'7 Nursyahbandi Katjasungkaan dkk, Potret Perempuan, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2001), hlm. 80.

'8 Elli Nurhayati (ed), Nur Hasyim, Menggugat Harmoni, cet ke-1 (Yogayakarta: Rifka
Annisa Women Crisis Center, 2000), him. 4.



10

E. Kerangka Teoritik

Islam adalah agama universal yang mengatur semua tatanan hidup
manusia, baik yang bersifat umum maupun khusus. Islam mengatur tentang
hukum keluarga yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis,
sebab keluarga merupakan kelompok yang terpenting dalam masyarakat
tergantung pada kondisi keluarga yang ada. Tujuan utama dilangsungkannya
rumah tangga adalah menemukan ketentraman, maka Islam melarang anggota
keluarga melakukan kekerasan.

Perilaku kasar dari suami kepada istri merupakan gejala umum yang
terjadi di masyarkat meskipun dengan alasan yang berlainan. Fenomena ini
terutama terjadi dalam masyarakat dimana peran laki-laki lebih dominan daripada
perempuan. Perilaku yang bias gender ini akan membawa dampak buruk dalam
penciptaan keluarga yang harmonis. Memahami ajaran Islam tentang relasi suami
istri dapat memperkukuh ikatan perkawinan dalam rangka menuju keluarga yang

sakinah. Seperti Firman Allah:
das 583 90 aSin Jran 5 Ll ) Sl a5 ) oSl (e ST B1A ) 454 (e
00y 5 S o 58] Y D B )
Nilai perkawinan dalam ajaran Islam adalah merupakan hubungan

seeorang laki-laki dan perempuan berdasarkan landasan mawaddah wa rahmabh,

¥ Ar-Riim (30): 21.
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saling mengasihi dan saling menempatkan masing-masing individu sebagai
subjek dari setiap relasi yang mereka bina dan kedua pasangan sama-sama
memiliki hak untuk memperoleh kebahagiaan. Dengan konsep inilah, Islam
sangat menentang adanya kekerasan dalam bentuk dan kondisi apapun di dalam
bangunan keluarga. Oleh karena itu, Islam memandang bahwa setiap anggota dari
bangunan keluarga atas dasar perkawinan merupakan anggota yang memiliki daya
pilih (ikhtiyariyah) yang tidak diperkenankan adanya pemaksaan, penguasaan dan
kekerasan bagi setiap anggotanya.*

Perempuan (istri) dalam kehidupan perkawinan sama dengan laki-laki
(suami) dari segi kemanusiaanya dalam pandangan Islam. Perempuan adalah
manusia seperti laki-laki. Islam memberi hak kepada perempuan seperti yang
diberikan kepada laki-laki dan membebankan kewajiban yang sama kepada
keduanya. Hubungan antara laki-laki dan perempuan bukanlah hubungan akad
syirkah, atau akad perdata, melainkan sebagaimana yang dinyatakan Muhammad
Abduh sebagai hubungan yang didasarkan pada mawaddah wa rahmah. Atas
dasar ini, maka dalam bangunan keluarga Islam, suami tidak ditempatkan sebagai
penguasa (sulthan) dalam hubungan keluarga sebagaimana banyak dianut oleh

masyarakat patriarkhi.

20 M. Habib, ”Perlakuan Suami atas Istri”, dalam Marhumah dan M. Alfatih Suryadilaga (ed ),
Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah dalam Bingkai Sunah Nabi, cet. ke-1 (Yogyakarta: PSW
UIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm. 329.
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Islam sangat tidak menyukai kekerasan sebagai bentuk penyelesaian
problem ketidakharmonisan keluarga.sebagaimana yang banyak dilakukan suami
terhadap istri yang dimaksudkan untuk memaksa perempuan sesuatu yang tidak
disukainya dan untuk memaksa perempuan untuk tetap mempertahankan
perkawinan.

Dalam al-Qur’an disebutkan:

2y pralls cgale (530 Bl el

Nas al-Qur’an di atas sangat jelas menunjukkan bahwa hak-hak dan
kewajiban-kewajiban suami dan istri adalah seimbang. Maka bagi suami
hendaknya memberikan hak-hak istrinya sesuai dengan kewajiban-
kewajibannya.”

Konsep ma’ruf yang terkandung dalam ayat tersebut tentu tidak
membolehkan adanya kekerasan baik pemukulan, penganiayaan dan lainnya.
Setiap pasangan harus berlaku sebaik-biaknya terhadap pasangannya, saling
menghargai, menghormati dan melindungi hak-hak pasangannya. Saling menebar
kasih sayang, saling menyenangkan dan dilarang menebarkan kebencian apalagi

melakukan kekerasan.?

! Al-Bagarah (2): 228.

22 Mahmus as-Shabbagh, Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam, Penerjemah
Baharuddin Fannani, cet. ke-3 (Bandung: Rosdakarya, 1993), him. 57.

# Mudhafar Badr dkk, Panduan Pengajaran Figh Perempuan di Pesantren (Yogyakarta:
Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2002), hlm. 233.
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Di samping dalil-dalil yang tertuang dalam al-Qur’an dan Hadits, juga
terdapat aspek perlindungan yang dalam Islam dikenal dengan istilah alkulliyat

al-khams atau ad-daruriyah al-khams (lima asas perlindungan), yaitu:

1. Agama
2. Jiwa
3. Akal

4. Keturunan
5. Harta.*

Islam sebagai agama universal mengandung prinsip-prinsip hak asasi
manusia. Sebagai sebuah konsep ajaran, Islam menempatkan manusia pada
kedudukan yang sejajar dengan manusia lainnya. Menurut ajaran Islam,
perbedaan antara satu individu lain terjadi bukan karena haknya sebagai manusia,
melainkan didasarkan keimanan dan ketakwaannya, adanya perbedaan itu tidak
menyebabkan perbedaan dalam kedudukan sosial.

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia
sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat
siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak
azasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan

lain sebagainya.

" Abd. Al Wahhab Khallaf, ‘Ilm Ushul al-Figh (Kuwait: Dar-Qalam, 1999), him. 198.
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Melanggar HAM seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di
Indonesia. Hak asasi manusia memiliki wadah organisasi yang mengurus
permasalahan seputar hak asasi manusia yaitu Komnas HAM. Kasus pelanggaran
HAM di Indonesia memang masih banyak yang belum terselesaikan sehingga
diharapkan perkembangan dunia HAM di Indonesia dapat terwujud ke arah yang
lebih baik.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM,
mendefinisikan HAM adalah:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".”

Sedangkan pelanggaran HAM menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

adalah:

“Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseoarang atau
kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak
disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi,
menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang
atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak
mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum

yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku".*

Secara historis, berbicara tentang konsep HAM menurut Islam dapat

dilihat dari isi Piagam Madinah. Pada alinea awal yang merupakan “Pembukaan”,

¥ UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 1 ayat 1

% Ibid., Pasal 1 ayat 6.
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terdapat sedikitnya lima makna pokok kandungan alenia tersebut, yaitu pertama,
penempatan nama Allah SWT pada posisi terata, kedua, perjanjian masyarakat
(social contract) tertulis, ketiga, kemajemukan peserta, keempat, keanggotaan
terbuka (open membership), dan kelima, persatuan dalam kebhinekaan (unity in
diversity). Hak asasi manusia yang terkandung dalam Piagam Madinah dapat
diklasifikasi menjadi tiga, yaitu hak untuk hidup, kebebasan, dan hak mencari
kebahagiaan.”

Kekerasan terhadap wanita adalah bentuk kriminalitas (jarimah).
Pengertian kriminalitas (jarimah) dalam Islam adalah tindakan melanggar
peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan termasuk kategori
kejahatan. Sementara kejahatan dalam Islam adalah perbuatan tercela (al-qobih)
yang ditetapkan oleh hukum syara’ bukan yang lain. Sehingga apa yang dianggap
sebagai tindakan kejahatan terhadap wanita harus distandarkan pada hukum
syara’.

Kejahatan bukanlah perkara gender (jenis kelamin). Pasalnya, kejahatan
bisa menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Pelakunya juga bisa
laki-laki dan bisa pula perempuan. Dengan demikian Islam pun menjatuhkan

sanksi tanpa melihat apakah korbannya laki-laki atau perempuan. Tidak pula

27 http://mlatiffauzi.wordpress.com/2007/10/14/konsep-hak-asasi-manusia-dalam-uu-nomor-
39-tahun-1999-telaah-dalam-perspektif-islam/, akses Tanggal 15 Juli 2009.
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melihat apakah pelakunya laki-laki atau perempuan, tapi yang dilihat adalah
apakah dia melanggar hukum Allah SWT atau tidak.

Pesantren adalah sebuah komunitas yang unik sebagaimana dapat
disimpulkan dari gambaran lahiriyahnya, pesntren adalah sebuah kompleks
dengan lokasi yang umumnya terpisah dari kehdupan sekitarnya, sehingga
pesantren punya karekteristik dalam tata kehidupan masyarakat.*

Pesantren merupakan pendidikan Islam yang banyak ditemui di Indonesia.
Suatu Tempat disebut pesantren, jika dalam tempat tersebut memenuhi beberapa
unsur: Pondok, masjid, kitab-kitab yang diajarkan, murid (santri), pengajar( kyai).
Kelima unsur tersebut menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya pesantren.”
Pondok pesantren pada umumnya bereferensi hukum pada kitab-kitab figh
bermadzhab Syafi’.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 3/1979, Pondok pesantren
dibedakan menjadi empat jenis:

1. Pondok pesantren tipe A, yakni pondok pesantren dimana para santri
belajar dan bertempat tinggal bersama Kiai, kurikulumnya terserah pada

Kiainya, cara memberi pelajaran individual; dan tidak menyelenggarakan

madrasah untuk belajar.

% Abdurrahman Wahid, Menggerakkan Tradisi Esai-esai Pesantren (Yogyakarta: LKiS,
2001), hlm. 7.

2 Ibid., him. 68-69.
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2. Pondok pesantren tipe B, yakni pondok pesantren yang mempunyai
madrasah dan kurikulum; pengajaran dari Kiai dilakukan dengan cara
studium general, pengajaran pokok terletak pada madrasah yang
diselenggarakannya, kiai memberikan pelajaran secara umum kepada
santri pada waktu yang telah ditentukan.

3. Pondok pesantren tipe C, yakni pondok pesantren yang fungsi utamanya
hanya sebagai tempat tinggal atau asrama, santri-santrinya belajar di
madrasah dan sekolah-sekolah umum, fungsi kiai di sini sebagai
pengawas, Pembina mental dan pengajar agama.

4. Pondok pesantren tipe D, yakni pondok pesantren yang menyelenggarakan
sistem pondok sekaligus sistem sekolah madrasah/sekolah.*

Dilihat dari keempat jenis pesantren tersebut, maka Pondok Pesantren
Nurul Ummah Putri Kotagede termasuk dalam pondok pesantren tipe B. Yaitu
Sistem pondok yang mempunyai madrasah dan mempunyai kurikulum;
pengajaran diberikan oleh ustadz ustadzah di bawah naungan Kyai kepada santri
yang dikelompokkan ke dalam beberapa marhalah (tingkatan), pemberian
pelajaran diberikan pada waktu yang telah ditentukan. Namun, selain belajar ilmu
dalam madrasah diniyah, santri juga belajar di universitas, baik universitas

berbasis Islam maupun umum.

30 Ibid., him.70.
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Salah satu tradisi pesantren adalah menjadikan kitab kuning sebagai
referensi bagi pandangan dan sikap hidup keberagaman masyarkat pesantren.
Padahal kebanyakan kitab-kitab yang dikaji pesantren dikarang dalam konteks
dominasi budaya patriarkhi. Para penulis kitab-kitab klasik tersebut tentu saja
tidak bisa disalahkan karena ukuran keadilan gender (gender equality) tentu saja
mengacu pada persepsi relasi gender menurut kultur masyarakatnya pada saat
kitab tersebut ditulis.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian didefinisikan sebagai alat untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan tertentu dan untuk menyelesaikan masalah ilmu maupun praktis.’'
Penelitian ini adalah penelitian terhadap pandangan santri Pondok Pesantren
Nurul Ummah Putri terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga. Untuk
mendukung terlaksananya penelitian ini digunakan beberapa metode yang secara
rinci dipaparkan di bawah ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan,’

yaitu penelitian dimana data diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan

3! Britha Mikkelsen, Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan,
diterj. Matheos Nalle, cet. 2 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 313.
32 Saifuddin Azwar, MA, Metode Penelitian, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), him. 5.
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langsung terhadap santri di pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede
Yogyakarta.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang diambil adalah tipe deskriptif analitik.*
Penelitian ini bertujuan untuk melukiskan tentang pandangan santri terhadap
kekerasan dalam rumah tangga menurut UU. No. 23 tahun 2004 di Pondok
pesantren Nurul Ummabh.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian ini adalah normatif dan yuridis. Pendekatan
normatif adalah hukum Islam sebagai norma atau aturan, baik yang masih
dalam bentuk nas atau yang sudah menjadi produk manusia, dalam hal ini

4

adalah kitab-kitab figh yang dijadikan landasan hukum.* Sedangkan
pendekatan Yuridis yaitu pendekatan yang menggunakan Undang-Undang

sebagai dasar.

3 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Praktek, cet ke-8
(Bandug: Tarsito, 1994), him. 139.

3% Atho Mudzar, Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosioligi (Yogyakarta: IAIN Sunan
Kalijaga, 1990), him. 13.
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4, Sumber Data
a. Data Primer

» Data primer dalam penelitian ini adalah santri Pondok Pesantren
Nurul Ummah Putri, tempat objek penelitian berada. Sehubungan dengan
hal itu, peneliti menggali data dengan cara menentukan responden®® yang
dapat memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang ada hubungannya
dengan kekerasan dalam rumah tangga dan UU No 23 Tahun 2004 yang
dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun responden tersebut
adalah santri Putri Pondok Pesantren Nurul Ummah, baik yang kuliah di
Universitas berbasis agama maupun umum, namun diutamakan pada
santri mahasiswa yang berada di marhalah ketiga Madrasah Diniyah,
santri sekaligus staf pengajar, dan santri yang sekaligus menjadi pengurus
Pondok Pesantren Nurul Ummabh.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain,
tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data

tersebut biasanya berwujud dokumen-dokumen yang ada kaitannya atau

36 Responden adalah sumber data yang berupa orang (manusia), Pedoman Penulisan: Usulan
Penelitian, Skripsi, dan Tesis, | Made Wirartha (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006), hlm. 44.
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hubungannya dengan objek penelitian.”’” Data ini sebagian merupaka data-
data internal pesantren maupun data bahan ajar. Termasuk diantaranya
adalah kitab yang dipergunakan dalam pengajaran di Pesantren.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang digunakan dan dikumpulkan dalam penelitian ini
diperoleh dengan cara, antara lain:

a. Wawancara/ Interview

Wawancara atau Interview adalah situasi peran antar pribadi
bertatap muka (face fo face) ketika seseorang (pewawancara) responden.
Metode ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam
terhadap pandangan santri Nurul Ummah terhadap kekerasan dalam
rumah tangga dan Undang-Undangnya. Jenis wawancara yang digunakan
adalah wawancara berstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan
berdasarkan daftar pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya dengan

maksud dapat mengontrol dan mengatur wawancara.*®

37 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, cet ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), him. 91.

¥ Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah) ed 1, cet ke-8 (Jakarta: Bumi Aksara,
2006), hlm. 117.
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b. Angket/ kuesioner

Angket/kuesioner adalah rangkaian pertanyaan yang disusun untuk
menjaring data mengenai suatu hal yang diperlukan dalam penelitian.*
Pengumpulan data melalui metode ini bertujuan untuk mendapatkan
informasi mengenai gambaran secara umum pendapat santri Nurul
Ummah Putri terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Jenis angket yang
digunakan adalah angket tertutup dan terbuka, yaitu angket yang terdiri
atas pertanyaan atau pernyataan dengan sejumlah jawaban tertentu sebagai
pilihan dan ditambah alternatif terbuka yang memberi kesempatan kepada
responden memberi jawaban di luar jawaban yang tersedia.* Populasi *
yang akan diteliti berjumlah 120 santri, karena lebih dari 100, maka

142

sampel * yang diambil adalah 30%, yaitu 36 santri.

3 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, ed ke-2, cet. ke-3, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2002), hlm. 38.

% Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah) ed 1, cet ke-8 (Jakarta: Bumi Aksara,
2006), hlm. 130.

* Populasi didefinisikan sebagai himpunan (yang lengkap atau sempurna) dari semua unut
penelitian yang mungkin. Populasi dapat dibedakan menjadi “populasi target” dan “populasi sample”
atau “populsi penelitian” (study population), Pedoman Penulisan: Usulan Penelitian, Skripsi, dan
Tesis, | Made Wirartha (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006), hlm. 44.

* Sampel didefinisikan sebagai himpunan unit penelitian yang memberikan keterangan atau
data yang diperlukan oleh suatu studi, Pedoman Penulisan: Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis, 1
Made Wirartha,. him. 44.
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c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik dimana data diperoleh dari
dokumen-dokumen yang ada pada benda-benda tertulis seperti buku-buku,
peraturan-peraturan dan sebagainya.

Adapun dokumentasi yang dimaksud dalam penyusunan ini adalah:

1. Laparan-laporan konfidensial, yaitu suatu laporan yang ditulis
setelah peristiwa itu terjadi, misalnya laporan pertanggungjawaban
atau buku catatan kegiatan yang sudah terlaksana dari institusi
yang diteliti yaitu pondok pesantren Nurul Ummah Putri.
Diantaranya adalah data struktur organisasi, susunan pengurus,
program kerja, visi dan misi, sejarah berdirinya Pondok Pesantren,
perkembangannya dan lain sebagainya.

2. Bahan-bahan pengajaran dan buku-buku penunjang yang
digunakan di Pesantren Nurul Ummah yang berkaitan dengan
masalah penelitian.

6. Metode Analisi Data
Analisis adalah data yang dikumpulkan dari penelitian akan dianalisis
secara kualitatif dengan menggunakan instrumen cara berfikir dedutif dan

induktif.
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a. Metode Deduktif

Dalam hal ini adalah nas yang dijadikan sebagai premis umum,
kemudian diperinci kepada premis-premis khusus yang dilaksanakan
sebagai ketentuan-ketentuan dalam Pondok Pesantren Nurul Ummah
Kotagede Yogyakarta. Hal ini adalah sebagai bentuk argumen yang
sanggup menghasilkan pengetahuan pasti.
b. Metode Induktif

Dalam hal ini adalah pendapat-pendapat para santri Putri Pondok

Pesantren Nurul Ummah tentang KDRT akan dijadikan premis-premis
khusus, kemudian digeneralisasikan menjadi kesepakatan umum dalam
masalah KDRT menurut pandangan santri Pondok Pesantren Nurul
Ummah Putri

Sedangkan tehnik analisa data selain menggunakan analisis
kualitatif, dalam hal ini penulis menggunakan tehnik prosentase (statistik
sederhana), dipergunakan untuk mengolah data hasil penyebaran angket
dengan analisis yang bersifat deskriptif kuantitatif.

Sedangkan penyajiannya menggunakan rumus:

P: Ex 100%
N
Ket: F : Frekuensi yang sudah dicari

N : Number of Cases (Jumlah Frekuensi/ Banyaknya Individu)
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P : Angka Prosentase.”

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab I, berisi pendahuluan yang terdiri
dari latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan mengapa penyusunan
ini perlu dilakukan dan apa yang melatarbelakangi penyusunan. Rumusan
masalah dimaksudkan mempertegas pokok-pokok masalah yang diteliti agar lebih
fokus.

Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penyusunan untuk
menjelaskan tujuan dan urgensi penyusunan ini. Paparan tentang telaah dilakukan
sebelumnya. Adapun kerangka teoritik dmaksudkan untuk menjelaskan
pendekatan apa yang dipakai dan bagiamana langkah-langkah penyusunan ini
dilakukan. Terakhir sistematika pembahsan adalah gambaran umum secara
umum, sistematis, logis dan korelatif mengenai bahasan tentang penyusunan.

Bab II , berisi tentang Tinjauan umum tentang Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT) untuk memberikan gambaran umum  mengenai fokus
Pembahasan, yang meliputi Pengertian KDRT sehingga terdapat pembatasan
terhadap pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga secara umum, kemudian
dilanjutkan Pengertian kekerasan dalam rumah tangga dalam Perspektif Hukum
Islam yang meliputi telaah terhadap ayat dan hadits yang membahas tentang

kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian kekerasan dalam rumah tangga dalam

# Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: PT. Gravindo Persada, 1998),
hlm. 41.
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UU No. 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang Penghapusan Kekerasan dalam
Rumah Tangga. Bab ini beguna unuk memberi gambaran umum sebelum masuk
pada pokok permasalahan dan analisis hasil penelitian.

Bab III berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, yaitu Pondok
Pesantren Nurul Ummah Putri yang terbagi menjadi tiga bagian, pertama
gambaran umum pondok Pesantren yang meliputi Letak Geografis Pondok,
sejarah berdiri dan sejarah perkembangan pondok, dengan tujuan mengetahui
pendiri, awal berdiri sehingga diharapkan dapat mengetahui seluk beluk pondok
pesantren Nurul Ummah. Kemudian dilanjutkan dengan Visi dan Misi
didirikannya pondok tersebut serta struktur kepengurusan yang mengatur
berjalannya semua kegiataan. dan hal yang tidak kalah penting yaitu sistem
pendidikan di pesantren yang mempengaruhi cara berpikir dan cara pandang
santri terhadap fenomena yang ada. Kedua, gambaran umum keadaan santri
sebagai obyek penelitian yang meliputi latar belakang pendidikan, keluarga serta
aktifitas santri sehari-hari. Bagian ketiga, mengenai Pandangan santri putrid
terhadap KDRT dan pandangan santri terhadap UU No. 23 Tahun 2004 yang
mengaturnya.

Bab IV, Berisi tentang Analisis terhadap pandangan santri terhadap KDRT
menurut Undang-Undang yang mengaturnya yang telah dipaparkan pada bab III
dengan menggunakan pendekatan normatif yang berdasarkan pada nas, baik al-

Qur’an maupun al-Hadit.
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Bab V, Merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari pokok
permasalahan yang telah dibahas sebelumnya disertai saran-saran yang
berkaitan dengan masalah tersebut, baik secara langsung maupun tidak
langsung yang penyusun dapatkan dari hasil penelitian yang dianalisis
terhadap pandangan santri Putri Pondok Pesantren Nurul Ummah terhadap

KDRT.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan anilisis penyusun terhadap Pandangan Santri Nurul
Ummah Putri Tentang tindak KDRT Menurut UU No 23 Tahun 2004, dapat
dissmpulkan sebagai berikut:

1. Sesua dengan hasil angket dan interview kepada beberapa responden
bahwa santri tidak setuju adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga,
yaitu bentuk-bentuk kekerasan dalam UU No. 23 Tahun 2004, yaitu;

a. kekerasan secara fisik berupa pukulan yang dapat melukai, baik
luka ringan maupun berat. Namun, mereka sepakat dengan
tindakan memukul dengan tujuan untuk tadib (pendidikan), yaitu
berupa pukulan yang tidak melukal dan batas yang wagjar, serta
tindakaan tersebut merupakan alternatif terakhir dalam memberi
nasehat kepada anggota keluarga, karena hal tersebut merupakan
salah satu tindakan yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan
kehidupan keluarga.

b. kekerasan psikis berupa panggilan dengan kata-kata kasar atau
tidak biasanya, membanding-bandaingkan anak dan sebagainya

merupakan hal yang tidak diperbolehkan.

97
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c. kekerasan seksual dengan suami memaksa istri untuk memenuhi
kebutuhan biologisnya atau sebaliknya, merupakan hal yang
tidak diperbolehkan juga karena hal itu termasuk pelanggaran
hak.

d. kekerasan berupa penelantaran keluarga berupa penelantaran
nafkah, melalaikan kewagjiban orang tua terhadap anak, termasuk
pendidikan dan lainnya, karena itu dianggap melanggar hak
anggota keluarga dan tidak sesuai dengan tujuan syari’ah yaitu
menjaga agama, akal, jiwa, keturuan, dan harta. Menurut santri
Undang-Undang tersebut sesuai dengan hukum Islam, meski
secara tekstual terkesan ada pertentangan, tetapi keduanya
memiliki tujuan dan landasan yang sama, yaitu melindungi hak
asas manusia.

2. Pandangan santri tentang kekerasan dalam rumah tangga tersebut
dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor lingkungan dan faktor
pendidikan.

B. Saran

1. Bagi suami istri, hendaknya menyadari bahwa pernikahan mereka
membawa konsekuensi memikul tugas yang agung dan besar. Mereka pun
dimintai pertanggungjawaban tentang segjauh mana mereka telah

mel aksanakan tugas masing-masing.
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. Bagi Suami Istri, memahami kembali tujuan sebuah pernikahan, untuk
membentuk keluarga yang sakinah yang diliputi dengan mawaddah dan
rahmah, tidak hanya mengikuti ego dan hawa nafsu.

. Bagi Keluarga, adanya saling komunikasi dan terbuka dalam menghadapi
suatu masalah keluarga, sehingga tidak ada kesalahpahaman.

. Bagi Pemerintah, seyogyanya mensosialisasikan Undang-Undang tersebut
kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga setiap pihak dapat
mengetahui dan memahami batasan-batasan tindak kekerasan.

. Bagi santri, meskipun dalam pesantren mempelgari kitab-kitab klasik
yang terkesan bias jender, tetapi santri tetap membuka pikiran terhadap
pendapat lain, sehingga tidak kaku dalam memegang suatu pendapat
tertentu.

. Bagi santri, hendaknya selalu membuka wawasan dengan persoalan atau
fenomena yang terjadi sehingga santri tidak ketinggalan terhadap relita

yang ada dalam masyarakat.
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Lampiran |

TERJEMAHAN TEKS ARAB

BAB |

No

FN

Hlm

Terjemahan

Janganlah salah seorang diantara kalian
mencambuk istrinya seperti budak-budak, lalu
malam harinyaiatidur bersamanya

19

10

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu
sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir.

21

12

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang
dengan kewagjibannya yang menurut cara yang
makruf.

BAB Il

23

Sebaik-baik kamu adalah yan paling baik diantara
kamu dalam bergaul dengan istrinya, dan aku
adalah yang paling baik di antara kamu dalam
bergaul dengan keluargaku

24

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,
Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka
di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.
Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka
janganlah  kamu mencari-cari jalan  untuk
menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha
Tinggi lagi Maha besar.

32

50

Hal orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu
dan keluargamu dari api neraka yang bahan
bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya
malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak
mendurhakar  Allah  terhadap apa  yang
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selau
mengerjakan apa yang diperintahkan.

35

54

Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamupun
adalah pakaian bagi mereka.




36

54

...Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka,
(maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak
menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan
padanya kebaikan yang banyak.

BAB IV

86

Rasulullah SAW bersabda: Apabila suami mengajak
istrinya pergi ke tempat tidurnya, lalu ia tidak
mendatanginya sehingga suaminya semalam marah
atasnya, maka ia dikutuk oleh para malaikat hingga
tiba waktu subuh

89

Dan kewagjiban ayah memberi makan dan pakaian
kepada para ibu dengan cara yang maruf. Seseorang
tidek dibebani melainkan  menurut  kadar
kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita
kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah
karena anaknya

10

10

89

hendaklah orang yang mampu memberi nafkah
menurut  kemampuannya. dan orang yang
disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah
dari hartayang diberikan Allah kepadanya.




Lampiran Il

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23TAHUN 2004
TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a

Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk
kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan
pelanggaran hak asas manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta
bentuk diskriminasi yang harus dihapus;

Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan,
harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan
terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang
merendahkan dergjat dan martabat kemanusiaan;

Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi,
sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban
kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c,
dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam
Rumah Tangga;

Mengingat:

Pasal 20, Pasdl 21, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasd 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E,

Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28|, Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM

RUMAH TANGGA.
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama
perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secarafisik, seksual,
psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan
perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam
lingkup rumah tangga.

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh
negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku
kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
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2)
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Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam
lingkup rumah tangga.

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada
korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian,
kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan
pengadilan.

Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian
dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah
perlindungan dari pengadilan.

Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk
memberikan perlindungan kepada korban.

Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang
pemberdayaan perempuan.

Pasal 2

Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

a  Suami, isteri, dan anak;

b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana
dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan,
dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga
tersebut.

Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf ¢ dipandang sebagai anggota keluarga

dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

BAB 11
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3
Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dil aksanakan berdasarkan asas:
Penghormatan hak asasi manusia;
Keadilan dan kesetaraan gender;
Nondiskriminasi; dan
Perlindungan korban.

Pasal 4
Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:
Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan segjahtera.

BAB I1lI
LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Pasal 5
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam

lingkup rumah tangganya, dengan cara:

a
b.
C.
d.

Kekerasan fisik;

Kekerasan psikis;
Kekerasan seksual; atau
Penelantaran rumah tangga.

Pasal 6
Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang

mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.



Pasal 7
Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang

mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk
bertindak, rasatidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ¢ meliputi:

a

b.

1)

2)

Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam
lingkup rumah tangga tersebuit;

Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya
dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal
menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib
memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiagp orang yang
mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk
bekerjayang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali
orang tersebut.

BAB IV
HAK-HAK KORBAN
Pasal 10

Korban berhak mendapatkan:

a

Qo0

Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga
sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah
perlindungan dari pengadilan;

Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;

Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

Pendampingan oleh pekerja sosid dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses
pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan

Pelayanan bimbingan rohani.

BAB V
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT
Pasal 11
Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah

tangga.

1)

2)
3

Pasal 12
Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pemerintah:
a.  Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam
rumah tangga;
c. Menyedenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam
rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif
gender.
Pel aksanaan ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri.
Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



Pasal 13

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah
sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:
a. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
¢c. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan

yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan

d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Pasal 14
Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah
dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan
kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.
Pasal 15
Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam
rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:
a.  Mencegah berlangsungnyatindak pidana;
b. Memberikan perlindungan kepada korban;
¢c. Memberikan pertolongan darurat; dan
d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

BAB VI
PERLINDUNGAN
Pasal 16
1) Daam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau
menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan
perlindungan sementara pada korban.
2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7
(tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian
perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisan wajib meminta surat
penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pasal 17
Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan
tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk
mendampingi korban.
Pasal 18
Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk
mendapat pelayanan dan pendampingan.
Pasal 19
Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima
laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 20
K epolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:
| dentitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
K ekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
Kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

o oTw

Pasal 21
1) Daam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus:
a.  Memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;
b. Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum etrepertum
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atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki
kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.
2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan
milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 22
1) Daam memberikan pelayanan, pekerjasosia harus:
a.  Meakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
b. Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan
dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
c. Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
d. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban
dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosia yang dibutuhkan korban.
2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman
milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 23
Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:

a. Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau
beberapa orang pendamping;

b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan
pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan
kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;

c. Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman
didampingi oleh pendamping; dan

d. Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Pasal 24
Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan
penjelasanmengenal hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan tagwa kepada
korban.

Pasal 25
Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib:

a  Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan
proses peradilan;

b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang
pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam
rumah tangga yang dialaminya; atau

c. Meakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja
sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 26
1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada
kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan
kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada
maupun di tempat kejadian perkara.

Pasal 27
Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali,
pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan yang berlaku.

Pasal 28
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Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan

wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan
anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.
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Pasal 29
Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat digjukan oleh:
Korban atau keluarga korban;
Teman korban;
Kepolisian;
Relawan pendamping; atau
Pembimbing rohani.

Pasal 30
Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan.
Dalam hal permohonan digjukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib
mencatat permohonan tersebut.
Dalam hal permohonan perintah perlindungan digjukan oleh keluarga, teman korban,
kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus
memberikan persetujuannya.
Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.

Pasal 31
Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk:
a.  Menetapkan suatu kondisi khusus;
b. Mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.
Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digjukan bersamasama dengan
proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 32
Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.
Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan digjukan 7 (tujuh) hari sebelum
berakhir masa berlakunya.

Pasal 33
Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan.
Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan
keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau
pembimbing rohani.

Pasal 34
Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan
satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan.
Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib
mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan
pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 35
Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat
perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun
pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas.
Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat
perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat
(1) dan ayat (2).

Pasal 36
Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku
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dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan.
Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan
yang disertal surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat)
jam.

Pasal 37
Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis
tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan.
Dalam hal pengadilan mendapatkan |aporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam
guna dilakukan pemeriksaan.
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengadilan di tempat
pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.

Pasal 38
Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan
diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan
pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk
mematuhi perintah perlindungan.
Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari.
Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat perintah
penahanan.

BAB VII
PEMULIHAN KORBAN

Pasal 39
Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari:
Tenaga kesehatan;
Pekerja sosial;
Relawan pendamping; dan/atau
Pembimbing rohani.

Pasal 40
Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya.
Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan
merehabilitas kesehatan korban.

Pasal 41
Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan

pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau
memberikan rasa aman bagi korban.

Pasal 42
Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan

pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.

Pasal 43
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja sama

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

1)

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 44
Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling



lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

2) Daam ha perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban
mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya
korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda
paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

4) Daam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap
isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan
pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00
(limajutarupiah).

Pasal 45

1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga
sebagai mana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama
3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

2) Daam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap
isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan
pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00
(tigajutarupiah).

Pasal 46
Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada
Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda
paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47
Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan
hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun
atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak
Rp 300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48
Dalam ha perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47
mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali,
mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu
terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam
kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun
atau denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling
banyak Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah).
Pasal 49
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak
Rp15.000.000, 00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:
a.  Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1);
b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50
Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana
tambahan berupa:
a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban
dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;



b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Pasal 51
Tindak pidana kekerasan fisk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4)
merupakan delik aduan.

Pasal 52
Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2)
merupakan delik aduan.
Pasal 53
Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan
oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 54
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut
ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang
ini.

Pasal 55
Sebagai salah satu aat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban sgja sudah
cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti
yang sah lainnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan menempatkannya
dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.
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Nama

Angket Penelitian
Pandangan Santri Nurul Ummah Putri
Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga( KDRT)

Pendidikan -:

Usia

Petunjuk pengisian:

1.

2.
3!

4,

5:

Sudikah kiranya saudara berkenan mengisi angket atau pertanyaan
di bawah ini.

Identitas dan jawaban saudara dijamin kerahasiaannya

Kejujuran jawaban saudara merupakan sumbangan yang besar
terhadap pengembangan khazanah ilmu pengetahuan

Kesediaan saudara mengisi angket sangat berguna bagi
pengembangan pengetahuan Hukum Islam

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan member tanda silang pada
jawaban yang menjadi pilihan saudara

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
1. Berapalama saudaratinggadi Pondok Pesantren?

a 1l
b. 2
c. 3
d 4

€ irennn
Apakah saudara mengetahui tentang K ekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT)?

a Ya

b. Tidak
Darimana saudara mendapatkan informasi tentang KDRT?

a. Mediamassa

b. Kuliah

c. Teman

d. Buku

€ rrerereneniens
Menurut saudara, faktor apakah yang melatarbelakangi timbulnya tindakan
KDRT?

a. Budaya (patriarkhi)

b. Agama (pemahaman nas (teks a-Qur’ an/ Hadits))

c. Politik

d. Pendidikan

e. ekonomi
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5.

Islam melarang melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan, namun
pada saat yang sama dalam salah satu teks al-Qur’ an terdapat pernyataan
kebolehan memukul istri, dalam QS. al-Nisa(4) : 34, bagaimana menurut
saudara?

a. Setuju

b. Tidak setuju

c. Tidak tahu
Apakah saudara setuju dengan pendapat yang menafsirkan ayat tentang
pembolehan memukul terhadap istri, dengan syarat pukulan itu tidak
menyakitkan,?

a. Setuju

b. Tidak setuju

c. Tidak tahu
Apakah saudara setuju dengan pendapat bahwa, tindakan memukul dengan
alasan ta’ dib (mendidik) diperbolehkan?

a Setyju

b. Tidak setuju

c. Tidak tahu

UU PKDRT

1

Apakah saudaratahu tentang UU yang mengatur tentang KDRT?

a Ya

b. Tidak
Jikaya, dari mana saudara mendapatkan informasi tersebut?

a. Kuliah

b. Mediamassa

c. Teman

i, e TH—
Dalam UU tersebut, yang termasuk Kekerasan dalam Rumah Tangga yang
dilarang meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran
keluarga, bagaimana menurut saudara?

a. Setuju

b. Tidak setuju

c. Tidak tahu
Undang-undang tersebut melarang kekerasan dalam bentuk apapun.
Bagaimana menurut saudara?

a. Setuju

b. Tidak setuju

c. Tidak tahu
Dalam UU tersebut, tercantum bahwa pemaksaan seksual termasuk
dengan tindakan kekerasan yang tidak boleh, padahal dalam Islam istri
berkewajiban melayani suami, bagaimana menurut saudara memaksa istri
melayani suami?

a. boleh

b. Tidak boleh

c. Tidak tahu
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. Menurut anda, apakah memanggil istri dengan kasar, atau menghina
termasuk tindak KDRT?

a Ya

b. Tidak

c. tidak tahu

. Apakah UU tersebut sesuai dengan Hukum Islam?

a Ya

b. Tidak

c. Tidak tahu

. Menurut saudara, bagaimanarelas suami istri yang ideal?
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